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GUBEB.NURSUIA~SI ";fENGGAP.A 

PERATURAN :DAERAH PROVINSli¥SULAWBSI" TENGGARA," : . 
'. 	 .' .'~.' . . . 

KOMOR,:' . 1 TAHuN (2013 

TEl'{TANO 
, 	 . , 

PENYERTAAN MODAL DAERAIl PADA BANK PBMBANGUNAN DAERAH 
SULAWESI TBNOGARA' 

, DENGAN lWI,MAT TUHA,lfYANOMABA'BSA 
GUBERNUR SULAwEsI TBN(lGARA, 

. Menimbung a. 	 bahwasesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang..Undang 
Nomor t Tahun 2004 tenta,ng'Perbendaharaan Negara 
menegaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada ' 
Perusahaan, ·NegaralD~erah, ,Swasta ditetapkan. dengan 
Peraturan Daerah; 

b. b~wa 'untuk' meningkatkan. Pendapa~· Asli" Daerah, 
.pertumbuhan perekonomian' dflerah dan pelayanan.· kepada 
masyarakat, perlu diciptakan'suatujklim usaha dalam rap.gka' 

i' . 

,pelaks~aan : Otonomi" qaera,h .yaJig-':-ny.ata~, ,din~!sdan 
bertanggungjawab, dengan ,upaya ..upaya dan usaba..usaha 

, , untukmenambah d!m memupuk sumber' Pendap~tan :Asli 
Daerah ',dengan menyertakan mOdal daerah pada' Bank; 
Pembangunan ~aerah'~ulawesi Tenggara;'" 

.' . '. 
c. 	 bahwa, berdasarkan ,pertimbaPgan sebagaimana· dimak~ud 

dalam hurtJi' a, dan .huruf b~ perllJ, tx'lembentuk; Peraturan 
" " 	 . Daerah te'ntang Penyertaan Modal' .Daerah ,·pada', i;3ank . 

Pembangunan Oaerah Sulawesi Tenggara. , 
:' 1. Pasal 18 ayat (6) Unqang-Undang' Oasar Negara Repu~lik, 

Indonesia,Tahun 1945; ", ' 
2. Undang-Vl'lQang Nomar 13 T8.hun 1964 tentang Penetapan 

, 'Peratilran pemerintah, Pengganti' Undang-Undang,,: Nqmor 2 
Tahun 1964 terttailg Pembentuk;an Daerah Tingkat I SulaWesi' 
Tengah dan Daerah Tingkat I, Sulawesi, renggara derigan 
mengubah Undang-Undarig Nomor . 47 Prp.Tahun 1960 
tentangPembentukan ' Oaerah. Tingkat I Sulawesj, Utara ­

, Tengah, dan Daerah Tingkat-I SUlawesi Selatan ,.'Tenggara 
'(Lembaran Negara Republik . Indonesia, Tahun 1964 Nomor '" 

94, Tarnbahan "Lembaran Negara Republik Indonesia' Nomor 
2687); 	 , , 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahull 2004 tentaIfg Perbenpahar~ 
Negara( Lembaian Negara Tahun 2004, Nomor5" Tambahan' 

,)Lembaran Negara RepuQlik IndonesjaNomar.'4355); ". 

4. 	 Undang-Und8flg Nomor32 Tah?-ln20p4 te~tang 'Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun, 2004" 
Nomor 125, Tambahan. Lembaran Neg~a Republik Indonesia 
. Nomor 4437) sebagaimana telah diub~'beberapa keli terakhir' 

.'~ 

dengan. Und~g-Undang ,Nompr32 Tahun 2004 tentang­
Pemerintahan ~ Oaerah (LeFb~ran Negara' R~publik .hldones~a 

"Tahun 2008 Nomor 59, Tambaban Lembaran' Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 4844); 

-
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5, 	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ~entang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran N~gara RepubUk 
IndonesiaTahun '2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
RepubUk Indonesia Nomor 5234); , . 

6. 	 Peraturan .Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005 tentarig 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 N<;>mor 140, Tambahan Lembaran Negara ' 
RepubUk indonesia Nomer 4578). 

Dengan ~ersetujuan Bers~a , 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE~' 
PROVINSISUI:tAWESITBNGGARA, 

dan 

',' ,- . GUB~RNURSULAWESITENGGARA ..... 	 ' 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 	 PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL·DAERAH 
PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA. . 

, BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasall ' 
I... .' Dalam Peraturan Daerah ioi yang dimaksud dengan : , 

1 	 ' 

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara; 

2. ,Pemerintah 	 Daerah' adalahPemerintah Provinsi, Sulawesi 
Tenggara; 

3. Gubernur adalah:Gubemu~ Sulawesi Tenggara; 

4. 	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan, Perwakilan Rakyat Daerah' Provinsi . Sulawesi 
Tenggara; , 

5. Satuan Kerja, Pengelola. Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disebut SKPKD adalah. satuan K~rja Pengelo)a Keuangan Daerah 
pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; 

6. 	 Modal Oaerah adalah' KekayaEl-nPemerintahan Daerah baik 
berupa uang,maupun bararig yang dapat dinilai dengan uang 
seperti tanah, bangunan, :mesin·mesin inventaris, surat-surat 
berharga, fasilitas dan hak':'hak lainnya. 

7.' Penyertaan Modal, Daerah .adalah setiap usaha dalam 
menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan 
Badan Usaha Milik Daerah (Pe~sahaan Daerah dan Perseroan 
Terbatas), danI atau Pemanfaatan Modal U saha Daerah Qleh 
Badan Usaha Milik Daerah dengan $uatu imb~lan terte!ltu. 

8. 	 Badari. Usa,ha Milik' Daerah yang selanjutnya disebut BUMO 
adalah Badan Usaha Milik Pemerintah, Provinsi Sulawesi 
Tenggara yang berada diluar Organisasi Pemedntah Daerah 
dalam bentuk Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PO 
dalam· ,"payameningkatkan Perekonomian Daerah sekaligus 
untuk menggali potensi daerah' yang' dimiliki ~ns: dapat 
meningkatkan. Pendapatan Asli Daerah sebagai' salah satu. 
sumber'dana Pembangunan Daerah; . , 

~.'~""""""'T"":""T.-'--:..., 
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9. 	 Bank Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut .BPD 
adalah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara; 

10. 	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disebut APBD adalah. rencana 'keuarigan ti:lhuna.n Pemerintah 
Daerah .yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan DPRD~ dan'ditetapkan dengail Peraturan·.Daerah. 

,BAB 11 . 
MAKSUD DAN T:qJUAN . 

Pasa! a 
(1) 	 Penyertaan Moqal Daer$ pada BPD dimaksudkan sebagai 

upaya dalam rangka· penggalian sumber·sumber penerimaan 
daerah guria m.enunjang penyelenggaraan .fungsi Pemerintah 
Daerah. . 

(2) 	 Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan 
pertumb~han perekonomian .' daerah dan meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat. ' 

BAB I~I 
'PRINSIP PENYERTAAN MOD4L 

Pasa13 

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip.., 
. prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) 'dan pelayanan kepada 
masyarakat (social oviented). . 

Pasa14 

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH 

Penyertaan modal daerah 'berbeIl;tuk uang dianggarkan dalaIl} 
APBD. 

BAHN 
BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH' 

Pasa! 5 

.(1) Besaran penyertaan modal da~rah pada BPD sebagaimana 
dimaksud dalam pasal4 yang disetor oleh Pemerintah Da~rah 
paling rendah sebesar Rp 382.500.000.000100 (Tiga Ratus 
Delapan Puluh Dlia. miliar Lima Ratus Juta ru'piah); . 

(2) Besaran Penyertaan Modal daerah pada' BPD sebagaimana 
dimaksud pada .ayat (1). sampai dengan bulan Februari 2013 

. telah disetor sebesar .Rp.57.392,000.QOO,DO(Lima puluh tujuh 
miliar tiga ratus sembilan puluh dua jute: rupi~h) , 

(3) Sisa besaran penyertaan modal, daerah Pada BPD yang belum 
disetorkan sanipai dengan Bulan Februari 2013 a~alah sebesar 
Rp.325.108.000.000,OO (Tiga' ratus dua puluh lima miliar 
seratus delapan juta rupiah). 

: ' " 	 : '::' ~.- '--;-r.,;. 



Pasa16 

Tahapan Penyertaan Modal Daerah sebagaimanadimaksud dalam 
Pasal 5ayat (3) , dianggarkan dalam APBD yang alokasi penycdiaan 
dananya di bagi atas : 	 . 

a. 	Tahun Anggaran 2.014 sebesar . Rp.54.185.0.o.o.O.oO,.o.o 
(Uma puluh empat mmar 

.' sel"f.t,.tus clelapan puluh lima 
jutarupiah '); . 

b.Tahun Anggaran 2.015 sebesar Rp.54.185.0.o.o . .o.o.o,.o.o 
(lima . pulub emp~t miliar 
$cra.tt:ls delapan puluh lima 
juta RupiElh).; 

c. 	 Tahun Anggaran 2.016 sebesar .' . Rp.54.18S.000;O.o.o,.o.o 
(lima . puluh empat· n:illiar 
seratus delapan puluh lima 
juta rupiah) . 

d. 	Tahun Anggaran 2.017 sebesar Rp.54.185.000 . .oOO,O.o 
(lima pulub .etnpat miliar 
serams d.elapan puluh lima 

( 	 juta rupiah).;\-/. 
e. 	Tahun Anggaran 2.o18sebesar . Rp.54~1$5.000..o.o.o,O.o 

(lima . puluh empat miliar 
~rat:u.st;lelapan puluh lima 
jutarupiah); 

f.. Tahun Anggaran2.o19 sebesar 	 Rp.54.1S.3.0.oO.OOO.OO 
(Lima puluh empat. miliar 
sera-tus delapan puluh tiga
juta rupiah). . 

Pasal7 

(1) 	 Penyertaan Modal Daerah sebaga.hnana dimaksud dalam 
Pasal 5, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. . 

(2) 	 Penyertaaan Modal Daerah seba,gaimana dimaksud dalam 
pasal 6, . dianggarkan dalam APBDsetiap tahun sesuai 
kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman kepada .0:·... ·. 
Peraturan Perundang~undangan yang berlak:u. 

BABVI 
.TATA CARA PBNYERTAAN MOJ)AL DAERAB 

Pasa18 

(1) 	 Penyertaan Modal Daerah dapat ditujukan untuk membiayai 
kegiatan peningkatan ldnerja atau pengembangan usaha SPD; 

(2) 	 Rencana usulan penyertaan modal daerah merupa.kan bagian 
dan rencana bisnis BPD dalam jangka menengah dan 
Tahunan; 

(3) 	 Dalam men,gusulkan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana 
dimaksud . pada ayat (1), Direksi wajib menyusun rencana 
uSaha (bussiness plan), guna menjamln adanya kepastian 
pihak-pihak terkait; 

http:Rp.54.1S.3.0.oO.OOO.OO
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.' (~) Dakumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk 
yang dihasilkan, analisis finan'sial serta dUampiri dengan 
dokumen pendukung seperti profil perusahaan pan 
manajemen, laporan keuangan, laparan kinerja dan 

. kredibilitas serta dokumen hukum; . . 
(5) 	 Direksi menyampaikan .usulan pencairan penyertaa1".l modal 

daerah kepada Gubemur melalui SKPKD dengan: ~elampirkan 
saran dan pertimbangan Badan PengawasEPD atau saran 
pertimbangan dan Dewan Komisaris; , 

(6) 	 Penyertaan Modal Daerah sebagaimana 'dimaksud dalam 
Pasal 4, harus 'dibuat dalaIl1 Perjanjian Kerjasama' antara, 
Pemerintah IDaerah dengan PihakEPD, sekUrang-kurangnya 
memuat hal-hal sebagai berikut : 
a. identitas masing-masing saham para pihak; 
b. jenis dan nilai modal saham para pihak; 
c. bidangusaha; 
d. perbandingan modal; 
e. hal<:, kewajiban da,n sanksi·sanksi. 

(7) 	 Syarat-syarat Penyertaan Modal Daerah pada. BPD ditetapkan 
lebih lanjut oleh Gubernur; .' .' ' 

, 	 . 
(8) 	 Gubernur menunjukTim yang terdiri'dari instansi t.erkaJt guna 

melakukan. telaah atas usulan penyertaan modal daerah, 
men,cakup .aspek legal, administrasi, teknis, ekonomis dan 
disamp8lkan kepada Tim Anggl;U'an Pemerintah Da~rah urltuk 
selanjutnya dibahas dalam penyusunan rancanga.n· APBD dan 
perubahan APBD. . . . 

BABVII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 


Pasal9 

(1) 	 Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada 
BPD yang menerima Penyertaan Modal Daerah; 

(2) 	 Pembinaan daq pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan oleh Tim yang ditunjtik oleh Gubemur;' . 

(3) 	 Penunjukan'Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ha~s 
memahami kewirausahaan secara profesional dan bertanggung 
jawa:.b ~epada Gubernur. ' 

, Pasa110 
. 	 ( , 

(1) 	 Direksi BPD: wajib melaporkan rea.lisasi Penyertaan ,Modal 
Daerah kepada Gubernur, '. 

(2) 	 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
secara berkala sethip 4 (empat) bulan sekali dan laporan 
Tahunan kepada Gubemur sebagai bahan ,evaluasi' 
pertanggungja~aban pelaksanaan APED. 

BABVIII 

PEMERlKSAAN 


Pasa111 

(1) 	 Guberm.~r melalui Inspektorat papat,memip,ta Akuntan Publik 
.danlatau Akuntan negara untUk melakukan penyelidikan Dan 
pemeriksa.an terhadap pertanggungjawaban, BPD; . 

(2) 	 Hasil pemeriksaan sebagaim~na dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan ·kepada Gubernurmelalui inspektorat. 

http:pemeriksa.an
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'BAB IX 
, ,BASIL USAHA 

Pasa112 

(1) Bagian HasH usaha ,penyertaan modal dflerah sebagaimana 
. , 

. , 	

dimaksud daIam pasal 5 merupakan persentase JabS. usaha 
berdasa:ckan hasil audit; , 

(2) Bagian . hasil usaha: Penyertaan modal Daerahr" yang menjadi 
" . hak Pemerintah Daerah diseior ke Kas Da,erah dan 

dimasukkan ~alam APBD tahun Berikutnya 

i," lBABX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasa113 

(1) Semua penyertaan modal daerfil,h pada' BPD yang telah ada 
sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku 
dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling 
lambat 6 (enam) 'bulan sejak ditetapkannya' Peraturah Daerah 
ini. 	 . 

(2) Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukuin BPD menjadi 
PT, maka Peraturan Daerah masih tetap berlaku. 

BABXll 

KETENTUAN, PENUTUP 


Pasa114 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang~an. 

, Agar setiap orang· mengetahuinya' memerintahkan pengu.ndangan 
.Peraturan Daerah. ini dengan penempatannya dalam Lembarari 
Daerah Provinsi Sula~esi Ten~gara.. 

Diundangkan di Kendari 
. Pada t 2013 

'SE,IQfI~ 

~EMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGAiRA TAHUN 2013 
NOMOR: 4. . j ... 

-.--~--I.-~-. : 
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PENJELASAN 


ATAS· 


PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 


NOMOR 1 'TAHUN 2013 


TENTANG 

I 

PEN'YERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH 

SULAWESITENGGARA 


Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara merupakan salah sat~ alat 
kelengkapan otonomi Daerah yang ,berfungsi mndorong pertumbuqan 
perekonomian dan pembangunan Daerah disamping sebagai salah satu sumber 
,ptmdaparan asH daerah Ban~ pembangunan Dae.fah Sulawesi Tenggara didirikan 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 TahuIl 1981 ,yang telah meng~lami 
beberapa kali perubahan'dan terakhir dengan Peraturan Daerah NOID:or 3 Tahun 
2011 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. , 

Bahwa dalam rangka' pelaksanaan Otonomi Daerah serta untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di q1.aerah diperlukan upaya-upaya dan 
usaha untuk meningkatkan Suinber Pendapatan Daerah, ' 

Berd.asarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 
2004 tentang' PerbendaharaanNegaramenega~kan banwa penyertaah modal 
PemevriIitah Daerah pada perusahaan Negara /Daerah / Swasta ditetapkan 
dengan Peraturan daerah. 

Besatan penyertaan modal daerah pada BPD yang hams disetor oleh Pemerintah 
.oaerah, sekurang-kurangnYfl sebesar Rp 3~2.500.000.000,00 (Tiga Ratus 
Delapan Puluh Dua ~iliar Lima Ratus Juta rupiah)dan sampai dengan bulan 
Februari".2013 telah dis'etor sebesar Rp.57.392.000.000,00(Lima p:uluh tujuh 
miliar 'tiga ratus sembilan puluhdua juta rupiah) dan merupakan kekayaan 
daerah yang dipisahkan. . " 
Sisa besaran penyertaan modal daerah Padk. BPD yang belum disetorkan sampai 
dengan B~lan februari 2013 adalah s~besar Rp.325.108.000.000,00 (Tiga ratus 
dua puluh lima miliar seratus delapan juta rupiclh). 

" Pep.yertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi kepada BPD tersebut harus 
ditetapkan dengan peraturan daer8.h. 

'n. PASAL DEMI PASAL 

Pasall ' CukupJ~las 
,; 

Pasal2 Cukup Jelas 

;< • 
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'Pasal3 	 Yang dimaksud dengan « Profit Oriented" adalah Pengelolaan 
Keuangan atas modal, yang disertakan pada BU,MD urituk 
mendapatkan keuntungan tertentu guna peningka~ PAD. 
Yang dimaksud dengan "Social oriented· adalah pengelolaan' 
keuangan atas modal! yang disertak:an' daJam rangka 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna peningkatan 
kesejahteraan masyarakat pada: umumnya. 

Pasal4 	 Penganggaran '. penyertaan modal daerah dalam' APBD 
merupakan Belanja tidak lang$ung pada pengeluaran 
pembiayaan. 

PasalS 	 Cukup Jelas 

Pasal6· 	 Cukup Je.las 

Pasal7 

~yat (1) 	 Cukup Jelas 

Ayat (2) " 	 Cukup Jelas 

Pasal8 

Ayat·(1) 	 Penyertaan modal daer8.h. pada' BPD dapat dilakukan dengan 
t\.\iuan untuk mcningkatkan kinerja perusahaan atau 
pengembangan usaha ,BPD , penyertaan modal ini bersifat 
penambahan penyertaan modal daerah 'yang dilakukan pada 
kondisi . pemerintahdaerah telah memenuhi seluruh kewajiban 
atas modal disetor. 

Ayat (2) 	 CukupJelas 

Ayat (3) 	 Cukup Jelas 

.Ayat (4) 	 Cukup Jelas 
. 	 " 

, 

'--" 
Ayat(5) . Cukup Jelas 


. ... 

. ,".' Ayat.(6) Cukup Jelas 


Ayat (7) 	 Cukup Jelas 

Ayat (8) 	 Cukup Jelas 

·Pasal9 

Ayat (1) 	 Cukup Jelas 

Ayat (2) 	 Cukup Jelas 

Ayat (3) 	 Yang dimaksud dengan secara professional adalah memiliki 
keahlian di bidangnya dan. di 'utamakan sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya di bidang perekonomian, keuangan; 
pendapatan, Aset dan hukum. 

••..J: "" 
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... PasallO Cukup Jelas 

Pasa1"1 1 CukupJelas 

Pasal12 CukupJelas 

PasraJ'13 Cukup Jelas 

Pasal14 Cukup Jelas 

.f 

I 


